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_ PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 03 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUAN GAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA

GUBERNUR SIJLAWESI TENGAH

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Mengingat,

. 1. Undang-Undang Noemor-13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang

-Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 94, Tambahan -Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2687) ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4251) ;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4277); :

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 1)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah. Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-undang ~ (Lembaran Negara

‘Republik' Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan: Lembaran- Negara I_R_gpi.iblik Indonesia

*'Nomor4548); -~ -

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor - 126, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 4438) -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

-Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang

Bantuan Keuangan Kepada partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4513);

|
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TEN GAH
Dan '
GUBERNUR SULAWESI TENGAH ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

sk

KEUANGANKEPADA PARTAI POLITIK

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah -
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai —
Unsur Penyelenggara Pemerintahan. T
KepalaDaerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawes1 Tengah

selanjutnya disebut Gubemur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disingkat DPRD.

~* Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentiik oleh -

sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas
dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan
kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara mela]m
pemilihan umum selanjutnya disingkat Parpol '
Bantuan Keuangan adalah Bantuan yangberbentuk uangyang
diberikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah kepada
partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
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Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ,

Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum
Daerah Propinsi . Sulawe31 Tengah selanjutnya disingkat KPUD
Propinsi. :

Dewan P1mp1nan Daerah Parta1 Politik adalah Dewan Pimpinan
Daerah Partai Politik Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya
disingkat DPD Parpol.

X - BABII
' PEMBERIAN BANTUAN KEUAN GAN

Pasal- 2

Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau
sekretariat Parpol, Pemerintah Daerah memberikan bantuan
keuangan kepada Parpol.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan -
kepada Parpol yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah hasil pemilihan umum tahun 2004

-Bantuan keuangan. kepada Parpol sebagaimana dlmaksud dalam ayat -

(2) diberikan setiap tahun anggaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku SR ‘ :

. Pasal 3 '

Bantuan Keuangan kepada Parpol seb agalmana dlmaksud pada Pasal
2 diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan: kursi di
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum tahun
2004,

Besarnya bantuan keuangan kepada Parpol sebagaunana dlmaksud
dalam ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.




AT P 7 D LT | RO WATL B IL MR ALY S e T

T TTEE T g 4 eyl FORRE -
FAME ST Por g SF Al R ""gf"#3“l;1

ok B 1

(1) Besarnya Bantuan-Keuatigdh kepadlaParpol yang mendapat kurs1 di
DPRD tidak melebihi bantuan yang d1benkan kepada Parpol Tingkat

Pusat 2
(2) Bantuan keuangan sebagaxmana dlmaksud dalam ayat (1) sebesar
s, Rp :20.000.000 = “(DuaPuliliTuta Rupiat) setiapikursi. “inlactt o

(3) ‘Bantuati «Keuangan sebeigaifnana 'dimakstdtayat'(2) dapat: dlubah
setlapwtahun?anggaran\sesual déngan Peraturan Perundang—undangan
6 'leahgberlaku (LRI Na BT I Jhunn B e AR S IRt N SR

st Doyl sontd suRARGERA o ool 500
¢ _A-TA CARA PENGATUAN DANPENYE]
SRS RS *BANTUANKEUANGANJ i

(V) - Pengajuan-bafitiiat keuangan”dlsampa.lkam ecara= terttﬂl olehsDPDr
Parpol kepadaGuberniir i-niqo: T (L9, A

(2):!Pengdjuan bantuat kevangan sebagaimana: d1maksud dalam‘ayat (B
ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris' DPD:Patpollatau
sebutan lainnya

(3) Pengajuan bantuan keuangan sebagmmana dimaksud dalam ayat (1)
harus*dlle?lgkaﬁl rdengah doKuinén'pergésahan dati KPUDPLopinsi

(4) Tata cara pengajuan dokumen pengesahan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diatur dalam Perdtiratl Gubernur,

iPasal 6 SILTES BTN

it i . ; Sl Horduin Bl
(1) Penyerahan bdﬁtuan ‘keuangan:s kepada LPaxpol dllakukan oleh
Gubernur atau Kepala Badan Kesatuan Bangsa atas nama -Gubérmur
: tkepada ‘Ketua'atail: Bendahiara . DPD Parpol atdu. sebutan lamnyar.:
edenganBentaAcaraserahtenma‘ LRI R
(2) Persyaratan penyerahan bantuan keuangan beserta bentuk benta
:acara serah terimanyaakan ditetapkan. dengan Péfaturan Guberdur, <7}
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BAB IV
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
' ADMINISTRASI PARPOL =
Pasal 7 -

Penelitian dan pemeriksaan kélehgkapan administrasi pengajuan

~penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Parpol
. dilakukan oleh Tim Peneliti dan pemeriksa persyaratan administrasi

pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada
Parpol.

Tim penelitian dan pemeriksaan:sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan anggotanya
terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia, KPUD Propinsi, dan instansi terkait.

Pembentukan Tim Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dibebankan kepada APBD Propinsi Sulawesi Tengah. -
Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan - diatur dalam

. Peraturan Gubernur. .

IR BABYV o : S
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

PaSal 8

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Parpol yang telah
diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah,
disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan
Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD Propinsi Sulawesi
Tengah. o S : : ‘
Bentuk laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol diatur dalam
Peraturan Gubernur,
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam

Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
padatanggal 5Mei2006

GUBERNUR SULAWESI TENGAH
Ttd + Cap
H.B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Padatanggal 5Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap
GUMYADI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 3 TAHUN 2006 SERI E NOMOR : 1
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2006

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
UMUM

Pembentukan Partai polittk merupakan perwujudan kedaulatan
rakyat, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan
demokrasi di Indonesia khususnya di Propinsi Sulawesi Tengah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai politik telah memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Daerah disetiap Propinsi  dan
Kabupaten/Kota.

Pemberian bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Propinsi
Sulawesi Tengah bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi
dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi
Tengah guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan
bermasyarakat khususnya di Propinsi Sulawesi Tengah .

PASALDEMIPASAL

Pasal 1 : Cukupjelas
Pasal 2 : Cukupjelas
Pasal 3 : Cukupjelas
Pasal 4 : Cukupjelas
Pasal 5 : Cukupjelas
Pasal 6 : Cukupjelas
Pasal 7 :. Cukupjelas
Pasal 8 : Cukupjelas
Pasal 9 : Cukupjelas

Pasal 10 : Cukupjelas

Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2
Tahun 2006 Seri ENomor 2.




